STUDI PERBANDINGAN

HUKUM PENGATURAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM

PENUNTUTAN PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI

INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ANGLO SAXON by RISWINDANI, DIYAS MARETI
Page 14 
 
14 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
 
           Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, telah ditegaskan bahwa Negara 
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa Indonesia 
menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Negara melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia, misalnya hak asasi manusia di 
bidang hukum yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, 
berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma maupun kaidah untuk 
menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat. Dalam hal ini hukum di negara Indonesia 
dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus 
dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing 
            Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan 
bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku 
dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi 
dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. begitu pula penuntut umum dalam melakukan 
penuntutan. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokanya dengan suatu 
peraturan hukum pidana, akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan 
menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya pembangunan di bidang hukum sendiri tak 
dapat dipisahkan sebagai bagian dari pembangunan nasional (Yelina Rachma, 2010 : 13)  
            Pada dasarnya negara-negara dapat dikelompokan ke dalam dua golongan yaitu 
penganut sistem hukum Anglo Saxon dan penganut sistem hukum Eropa Kontinental. 
Keluarga hukum Eropa Kontinental atau lebih kita kenal sebagai keluarga hukum Civil Law 
merupakan keluarga hukum yang tertua dan paling banyak berpengaruh di dunia termasuk di 
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dalamnya dianut oleh Indonesia , ciri utama dari keluarga hukum ini adalah kodifikasi 
undang-undang menjadi sebuah kitab sebagai dasar hukum utamanya. Sedangkan keluarga 
hukum Anglo Saxon  atau disebut dengan keluarga hukum Common Law berasal dari 
Inggris dan pada umumnya berlaku di wilayah negara-negara jajahan Inggris seperti India, 
Malaysia, Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan lain sebagainya, ciri utama keluarga 
hukum ini adalah penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya (Tolib 
Effendi, 2013 : 30-31)  
               Di Indonesia penuntutan dilakukan oleh penuntut umum harus memiliki dua asas 
yang sangat mendasar yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. kedua asas yang harus ada 
dalam semua penuntutan. Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang 
yang didakwa telah melakukan tindak pidana. sedangkan menurut asas opportunitas, 
penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika 
menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan 
umum. jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak 
dituntut. 
             Sejak tahun 1986, Inggris menciptakan sebuah lembaga baru yaitu lembaga 
penuntut umum, yang dikenal dengan nama Crown Prosecutor Service (CPS). Sebelum 
tahun tersebut di Inggris tidak memiliki lembaga penuntutan secara khusus, dimana yang 
melakukan penuntutan pada waktu itu masih polisi. Dikarenakan dalam hal penuntutan 
memerlukan keahlian khusus, maka pada waktu itu polisi hanya menangani penuntutan 
terhadap ksus-kasus kecil saja, sedang untuk keperluan penuntutan pada kasus besar maka 
mereka menggunakan jasa barrister (advokat) atau solicitor (pengacara). Namun pada 
hasilnya biaya yang diperlukan guna membayar pengacara melakukan itu adalah cukup 
mahal, maka dalam kondisi demikian lahirlah pemikiran untuk menciptakan sebuah lembaga 
penuntut umum. dibentuklah suatu undang-undang yang bernama Prosecution Service Act, 
yang mana berdasar UU tersebut lahirlah Director of Public Prosecutions yang mana 
berfungsi sejak tanggal 1 Oktober 1986. Namun dalam prakteknya wewenang CPS 
berkembang sejak tahun 1986 meskipun ia belum menyidik. Ia mulai memberi polisi 
petunjuk-petunjuk dan polisi wajib memenuhi petunjuk CPS tersebut guna mengumpulkan 
bukti-bukti dan terutama keputusan CPS untuk tidak menuntut. Polisi wajib menghubungi 
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CPS pada tahap pertama penyidikan sedini mungkin. Polisi juga harus melapor dimulainya 
penyidikan. 
             Dalam negara-negara yang merupakan bekas jajahan Inggris seperti New Zealand, 
Bangladesh, Brunei, India, Srilanka, Malaysia, Singapura, dll menganut sistem yang sama 
pula seperti di Inggris. Namun Malaysia dan Singapura sudah mempunyai lembaga penuntut 
umum dan jaksa agung jauh sebelum Inggris yang disebut Pendakwa atau Pendakwa Raya. 
Pada negara-negara ini jaksa tidaklah menyidik bersama polisi, berbeda dengan negara-
negera Eropa Kontinental seperti Belanda, Jerman, Belgia, Indonesia, dll. Yang menjadi 
penting dalam sistem ini kebijakan penuntutan atau keputusan untuk menuntut maupun tidak 
menuntut ada pada penuntut umum. 
             Dalam sistem Anglo Saxon, tidak dikenal adanya sistem oportunitas dan legalitas 
secara resmi maka kebijakan penuntutan ini bervariasi dari satu negara ke negara lain. 
Inggris mempraktekan tentang pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. kata 
kepentingan umum dalam hal ini dimaknai secara luas, yaitu termasuk pula kepentingan 
anak di bawah umur dan juga orang yang terlalu tua. berbeda dengan Indonesia yang secara 
historis maupun yuridis menganut asas oportunitas, tetapi pengertiannya terlalu sempit. 
dimana hanya Jaksa Agung sajalah yang berwenang menyampingkan perkara demi 
kepentingan umum. dan kata kepentingan umum tidaklah dimaknai secara sempit, yaitu 
kepentingan negara atau masyarakat. 
            Adanya perbedaan pengaturan asas oportunitas baik antara Indonesia dengan negara-
negara Anglo Saxon menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 
sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalam penulisan hukum dengan mengambil judul :  
“STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN ASAS OPORTUNITAS DALAM 
SISTEM PENUNTUTAN PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI 
INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ANGLO SAXON“.          
 
B. RUMUSAN MASALAH 
 
               Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang 
timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih 
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menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan 
masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki. 
               Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam 
penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :  
1. Apakah persamaan dan perbedaan hukum pengaturan asas oportunitas dalam sistem 
penuntutan pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia dengan negara-negara Anglo 
Saxon ? 
2. Apakah kelebihan dan kelemahan hukum pengaturan asas oportunitas dalam sistem 
penuntutan pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia dengan negara-negara Anglo 
Saxon ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
 
            Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas masalah yang 
diteliti berupa tujuan objektif dan untuk memenuhi kebutuhan perorangan berupa tujuan 
subjektif. Tujuan penelitian diperlukan karena berkaitan erat dengan perumusan masalah 
dalam penelitian dan untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian agar dapat 
berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.  
             Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan 
konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis . Adapun tujuan penelitian ini 
adalah : 
1.  Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan asas oportunitas dalam 
sistem penuntutan pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia dengan negara-
negara Anglo Saxon. 
b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan hukum pengaturan asas oportunitas 
dalam sistem penuntutan pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia dengan 
negara-negara Anglo Saxon. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang hukum acara 
pidana, khususnya yang berkaitan dengan perbandingan hukum pengaturan asas 
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oportunitas dalam sistem penuntutan pidana menurut hukum acara pidana di 
Indonesia dengan negara-negara Anglo Saxon. 
b. Sebagai  persyaratan akademis bagi mahasiswa khususnya penulis dalam meraih 
gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
c. Untuk mendalami teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh 
studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
 
             Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat 
bagi penulis saja tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain. Manfaat 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di 
bidang hukum. 
b. Untuk lebih mendalami teori-teori yang telah dipelajari selama studi di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya,dan 
perkembangan teori hukum terkait dengan perbandingan sistem hukum pengaturan 
asas oportunitas dalam sistem penuntutan pidana baik di Indonesia dengan negara-
negara Anglo Saxon. 
b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat dengan 
memberikan gambaran tentang pengaturan asas oportunitas baik di Indonesia 
maupun negara-negara Anglo Saxon. 
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E.METODE PENELITIAN 
 
                 Penelitian adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip 
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 
Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru 
sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 
2013 : 35).  
          Dalam mendapatkan bahan hukum dan metode dalam menemukan jawaban 
permasalahan dapat diperoleh metode dalam yang sesuai.adapun metode penelitian yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
                 Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
menggunakan jenis penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
doktrinal mempunyai definisi yang sama dengan penelitian hukum normatif yaitu yang 
berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan 
mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekundr. Sehingga penelitian hukum ini adalah 
suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum 
dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2006 : 57). Dimana dalam penelitian hukum ini 
penulis meneliti mengenai studi perbandingan pengaturan asas oportunitas dalam sistem 
penuntutan pidana menurut hukum acara pidana antara Indonesia dengan negara-negara 
Anglo Saxon, yang dimana dalam studi perbandingan antara dua sistem hukum yang 
berbeda tersebut diteliti dengan menggunakan penalaran dari aspek hukum normatif yang 
merupakan ciri dari penelitian hukum normatif (Johnny Ibrahim,2006 : 127) 
 
 
2. Sifat Penelitian 
                 Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum memiliki karateristik 
sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum,serta norma-norma hukum. Sebagai 
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ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan,rambu-rambu 
dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki,2013 : 22).  
3. Pendekatan Penelitian 
             Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut 
maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang 
dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian 
hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative 
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud 
Marzuki,2013 : 133). 
             Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komparatif (comparative 
approach), yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang maupun sistem 
hukum antara negara satu dengan negara lainnya mengenai hal yang sama. kegunaan 
pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-
undang maupun sistem hukum tersebut. dengan melakukan perbandingan maka peneliti akan 
memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dengan undang-undang maupun 
sistem hukum diantara negara-negara tersebut (Peter Mahmud Marzuki,2013 : 95) 
 
 
 
4. Jenis dan Sumber Penelitian 
           Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer merupakam bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai 
otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 
atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 
Adapun bahan hukum sekunder berupa seluruh publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum,jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atau putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,2013 : 181). Sumber 
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini , antara lain : 
a. Bahan Hukum Primer : 
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
b. Bahan Hukum Sekunder : 
Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, referensi, majalah, buletin, 
artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian 
hukum ini.  
c. Bahan Hukum Tersier : 
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia,Ensiklopedia,dan indeks 
kumulatif yang ada hubungannya dengan penelitian hukum ini. 
 
 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
             Teknik pengumpulan data bagi penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh 
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu 
suatu bentuk pengumpulan bahan hukum seperti membaca, mengkaji, membandingkan, 
mempelajari berbagai macam literatur, hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 
penelitian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. 
6. Teknik Analisis Data 
              Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. karena 
dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa 
sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. 
Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang 
bersifat kualitatif. analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-
data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau 
dengan teori yang berhubungan dengan penelitian, kemudian dicari pemecahannya dengan 
cara menganalisa yang pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan untuk menentukan 
hasilnya.  
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                Penelitian data kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah. 
 
 
 
 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
 
           Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, maka penulisan 
hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab. sistematika  
penulisan hukum ini terdiri dari : 
 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam bab I penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
           BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
               Dalam bab II penulis memaparkan sejumlah teori yang bersumber dari literatur-
literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat. 
Tinjauan Pustaka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
1. Kerangka Teori, yang berisi mengenai tinjauan umum mengenai hukum 
acara pidana, tinjauan umum tentang sistem penuntutan yang terbagi 
menjadi 2 (dua) macam yaitu sistem penuntutan di Indonesia dengan 
sistem penuntutan di Negara-Negara Anglo Saxon, tinjauan umum 
tentang asas oportunitas. 
2. Kerangka Pemikiran, yang berisi gambaran alur berpikir dari penulis 
berupa konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian hukum ini. 
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          BAB III  :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
                  Dalam bab III penulis akan menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari 
penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah, yaitu : Persamaan dan 
perbedaan hukum asas oportunitas dalam sistem penuntutan pidana menurut 
hukum acara pidana di Indonesia dengan negara-negara Anglo Saxon, Kelebihan 
dan kelemahan hukum pengaturan asas oportuinitas dalam sistem penuntutan 
pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia dengan negara-negara Anglo 
Saxon. 
 
            BAB IV : PENUTUP 
Dalam bab IV penulis akan memaparkan simpulan dari hasil penelitian serta akan 
memberikan saran yang relevan dengan hasil penelitian hukum ini. 
 
             DAFTAR PUSTAKA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
